1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan dalam Tindak Pidana Narkotika

Penyidikan dalam tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini
dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penyidikan oleh penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan penyidikan oleh penyidik Badan Narkotika

Nasiona Provinsi.

1. Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengertian penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (1) adalah pejabat
polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawal Negeri Sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Daam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat
Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-
undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik
menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesa Tahun 1983 tentang

pel aksanaan KUHAP adalah:
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a. Pegabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya
berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.

b. Peabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat
Pengatur Muda Tingkat |1 (Golongan I1/b atau yang disamakan dengan itu).
Ketentuan di atas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat
penyidik sebagaimana dimaksud maka Komandan Sektor karena jabatannya
adalah penyidik kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu L etnan Dua

Polisi.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus
seorang polis dengan pangkat minima Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA),
sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal
dari Bintara polisi dengan pangkat minima Brigadir Poliss Dua (BRIPDA),

Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).

Sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang
Kepolisan bahwa untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya
penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisan Negara Republik
Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam

mel aksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pegjabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya
Pasal 3 Peraturan Pemrintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pel aksanaan KUHAP
menetukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil
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tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-
kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik
Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul
komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini

dapat dilimpahkan pada pejabat Kepolisian Negara yang lain (Sutarto, 2003: 43).

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya,
kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu
harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam
pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada
penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan

pemeriksaan singkat.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sgak dimuatnya
istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 tahun
1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari
bahasa Belanda opsporing (Sutarto, 2003: 45). Dalam rangka sistem peradilan
pidana tugas polis terutama sebaga petugas penyidik tercantum dalam ketentuan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polis
bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang
tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polis

sebagai aat negara penegak hukum.

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2)
KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta
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mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti
yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya
masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi

atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.

Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup
adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk
segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang
dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai
oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-
bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai
segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan
disdang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan,
khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya

suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Menurut Sutarto (2003: 46), tujuan penyidikan secara konkrit tindakan penyidikan
dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mendapatkan keterangan tentang:

Tindak pidana apa yang dilakukan.

Kapan tindak pidana dilakukan.

Dengan apatindak pidana dilakukan.

Bagaimanatindak pidana dilakukan.

Mengapa tindak pidana dilakukan.

Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut

S0 Q0T
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Secara keseluruhan hal menyelidik dan hal menyidik bersama-sama termasuk
tugas kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas
tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik
diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada
pejabat tersebut juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian
mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut
sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia,

penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Menurut Sutarto (2003: 47), persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana
dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

a. Kedapatan tertangkap tangan.

b. Karenaadanyalaporan.

c. Karenaadanya pengaduan.

d. Diketahui sendiri oleh penyidik

Penyidikan dilakukan setelah dilakukannnya penyelidikan, sehingga penyidikan
tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain
penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik
bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada
dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan
untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-
pembuktian mengenal terjadinya suatu perkara pidana. Dengan kata lain bahwa
penyidikan dilakukan bilatelah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para

tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum (Sutarto, 2003: 48).
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Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat
diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya—upaya penyidikan tersebut mulai dari
surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam ha
penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan
tindak pidana, penyidik membertahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-
hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal
ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan
dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan
cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum
(kgjaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan
demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini dibertahukan kepada Penuntut Umum

dan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak
ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan
Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.
Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian
penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan
penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan,
berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHAP Pasal 8 ayat (2)). Penyerahan
ini dilakukan duatahap:

a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung

jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
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Apabila pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa
berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada
penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri.
Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal:

a. Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas
perkara, atau apabila sebelun berakhirnya batas waktu tersebut penuntut
umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

b. Sesua dengan ketentuan pasal 110 ayat (4) KUHAP jo pasa 8 ayat (3)
huruf b, dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti
dari penyidik kepada penuntut umum.

c. Dalam ha penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (2),
yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan

merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila
disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan
harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu,
dapat pula terjadalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian
penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali
peristiwa itu. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari
Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan

dianggap telah selesal.
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Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pada Pasa 14 ayat (1) huruf (g) menyatakan
bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 pada Pasal 15 ayat (1),
menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

a. Menerima laporan atau pengaduan.

b. Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.

o

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

d. Menerimadan menyimpan barang temuan sementara waktu.

2. Penyidikan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi

Penyidikan terhadap tindak pidana narkotika oleh Penyidik Badan Narkotika
Nasiona Provins diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika, BNN mempunyai tugas:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika

b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika

c. Berkoordinas dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika
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d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat

e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyaahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika

0. Melakukan kerja sama bilatera dan multilateral, baik regional maupun
internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika

h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika

i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan
bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan
penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika.
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Selanjutnya menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika:

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh
penyidik BNN.

(2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala BNN.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur

dengan Peraturan Kepala BNN.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain

dalam Undang- Undang ini.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

(1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk
digjukan ke pengadilan guna penyel esaian secepatnya.

(2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana
Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali,
dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pel aksanaannya harus

dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

a

Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang
adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;

Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;

Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional;

Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awa yang
cukup;

Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di

bawah pengawasan;
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. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA),
dan/atau tes bagian tubuh lainnya;

. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

. Méakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;

. Membuka dan memeriksa setigp barang kiriman melalui pos dan aat-alat
perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan
penyal ahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

. Méakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang
disita;

. Méakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika; dan

Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan

penyal ahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

(1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung

segjak surat penangkapan diterima penyidik.

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling

lama 3 x 24 (tigakali dua puluh empat) jam.
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Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan
setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3
(tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.

(2) Penyadapan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin
tertulis dari ketua pengadilan.

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu)
kali untuk jangka waktu yang sama.

(4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

(1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan,
penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri
lebih dahulu.

(2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik
wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenal

penyadapan sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:
Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas

perintah tertulis dari pimpinan.
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Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

a

Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk
harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;

Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk
memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika milik tersangka atau pihak lain yang
terkait;

Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya
tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;

Untuk mendapat informasi dari pusat pelaporan dan analisis transaksi
keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
dan prekursor narkotika;

Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang
seseorang bepergian ke luar negeri;

Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepadainstans terkait;

Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaks perdagangan,
dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi
yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti
awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan

Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negaralain
untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar

negeri.
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B. KinerjaBadan Narkotika Nasional Provins dalam Penanggulangan
Tindak Pidana Narkotika

Menurut Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika menyatakan bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dengan
wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Ayat (2)
menyatakan bahwa BNN mempunya perwakilan di daerah Provins dan
Kabupaten/Kota. Ayat (3) menyatakan bahwa BNN Provins berkedudukan di
ibukota provinsi dan BNN Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten
/Kota. Selanjutnya menurut Pasal 66 BNN provins dan BNN kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (3) merupakan instans vertikal.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Provins Lampung Nomor 14
Tahun 2009 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagal Bagian Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi Lampung, BNNP memiliki tugas pokok membantu Gubernur

dalam:

a. Mengordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pencegahan,
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (PAGN);

b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional Badan Narkotika
Nasional yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah

provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
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Tugas tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana Narkotika tidak
lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang
secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan
jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat
nasional maupun internasional. Ha ini juga untuk mencegah adanya
kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif
dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan

generas muda pada umumnya

Selanjutnya Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14
Tahun 2009, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud Ayat (1), fungss Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung adalah

sebagai berikut:

a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instans pemerintah di daerah dalam
penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang
ketersediaan dan PAGN;

b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan
instansi pemerintah di daerah di bidang PAGN sesuai dengan bidang tugas,
fungsi dan kewenangan masing-masing;

c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui Satuan Tugas di lingkungan
pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika
Nasional;

d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan

operasional Badan Narkotika Nasional.
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Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provins
Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14
tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung merupakan unsur pendukung
tugas Gubernur, merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Ketua

badan yang secara ex-officio dijabat oleh Wakil Gubernur.

Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam penanggulangan tindak pidana
narkotika dilaksanakan dengan Program Pencegahan, Pemberantasan,
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (PAGN) merupakan kebijakan
dan pelaksaaan kebijakan operasional dibidang ketersediaan dan pencegahan,
pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
prekursor, serta bahan adiktif lainnya yang dilaksanakan oleh BNN yang
berkoordinasi dengan BNNP ditingkat provinsi dan BNNK ditingkat kabupaten

atau kota.

Program PAGN disesuaikan dengan mis BNNP yaitu menciptakan terwujudnya

masyarakat lampung bebas dari penyaahgunaan dan peredaran gelap narkotika,

psikotropika dan bahan adiktif lainnya atau mewujudkan kondisi Drugs Zero

Tolerance (Toleransi nol untuk Narkoba). Dalam rangka mencapa vis tersebut

maka disusun misi sebagai berikut:

a. Menentukan kebijakan Daerah dalam membangun komitmen bersama
memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk
Penanggulangan HIV/AIDS, dengan tetap memperhatikan dan tidak

bertentangan dengan kebijakan Nasional;
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b. Melakukan upaya pencegahan yang lebih efektif dan efisen serta
Meningkatkan penegakan hukum dibidang narkoba secara tegas dan tuntas,

c. Meakukan penelitian dan pengembangan dalam penyusunan data base yang
akurat sehingga tercipta sistem informatika yang sesuai dengan perkembangan
teknologi;

d. Meningkatkan peran serta Badan Narkotika Provins melaui kerjasama
regional dan sektoral yang efektif dalam pemberantasan peredaran gelap
narkoba, termasuk HIV/AIDS,

e. Menciptakan SDM profesional siap pakai yang memiliki kompetensi di
bidang Kketersediaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba serta penanggulangan HIV/AIDS,

Sadlah satu wujud program pendidikkan masyarakat yang dilakukan Badan
Narkotika Nasional Provinsi Lampung adalah melakukan penyuluhan perundang-
undangan tindak pidana narkoba bagi pelgar dan mahasiswa se-Provins
Lampung. Kegiatan ini sebaga upaya daam melakukan pencegahan,
pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba (P4GN) di Lampung.
Melalui kegiatan itu, para pelgjar dan mahasiswa dapat memahami dampak buruk
yang ditimbulkan narkoba serta dapat membentuk insan pembangunan yang
produktif bebas dari narkoba baik individu, keluarga maupun masyarakat. Melalui
penyuluhan ini, para remaga dapat lebih berperan aktif untuk menanggulangi
penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Para pelgar yang ikut serta dalam
penyuluhan ini pun dapat menyampaikan seluruh materi penyuluhan yang

didapatkan kepada orang lain.



Program PAGN dilaksanakan secara terpadu, mengingat penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, yaitu

sebagal berikut:

a)

b)

d)

f)

9)

Kelembagaan, dilakukan dengan peningkatan dan penguatan kapasitas
kelembagaan BNNP, BNNK, Satgas Narkotika dan unit kerja PAGN lainnya
sehingga lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.
Peningkatan Sumber Daya Manusia, melalui pelatihan dan pendidikan, baik
bagi personil Badan Narkotika Provinsi, aparat pemerintah, maupun
masyarakat

Pencegahan, dilakukan secara komprehenasif dan multi dimensional,
melibatkan berbagai pihak terkait, baik pemerintah maupaun masyarakat.
Sosidlisas, dilakukan untuk menghilangkan stigma atau pandangan bahwa
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah
pemerintah semata, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi
bersama, dan untuk menghilangkan pandangan bahwa penyalahgunaan
narkoba adalah aib keluarga, tetapi dijadikan sebagal musibah nasional.
Koordinasi, diperlukan upaya terpadu dari semua pihak, pemerintah dan non
pemerintah, perlu memiliki komitmen yang sama, serta melakukan upaya
secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Peran Serta Masyarakat, dilakukan dengan membangun upaya pencegahan
berbasis masyarakat, dengan menggugah dan mendorong kesadaran,
kepedulian dan keaktifan masyarakat.

Penegakan Hukum, dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh

sesuai ketentuan yang berlaku, dan mendorong penerapan hukum maksimal
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)
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bagi produsen dan pengedar gelap narkoba, serta kewajiban untuk menjalani
terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah bagi penyalahguna
narkoba.

Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi, dengan memberikan kesempatan seluas-
luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyel enggaraan terapi
dan rehabilitas sesuai dengan standarisasi pelayanan yang telah ditentukan.
Komunikasi, Informasi dan Edukasi, pemanfaatan media massa, bak
elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat
komunikasi, dalam memberikan akses informasi dari dan kepada masyarakat
secaraluas.

Pengawasan dan Pengendalian, meningkatkan dan memperketat pengawasan
dan pengendalian terhadap narkoba dan prekursor lega untuk mencegah

terjadinya penyal ahgunaan dan penyel ewengan ke pasaran gelap.

Tujuan pelaksanaan Program PAGN adal ah sebagai berikut:

a)

b)

d)

Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan dan
masyarakat untuk memerangi narkoba.

Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam
pencegahan dan pemberantasan penyal ahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Terwujudnya kondisi penegakan hukum dibidang narkoba sesuai dengan
supremasi hukum.

Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan
rehabilitasi penyal ahguna narkoba.

Tersusunnya database yang akurat tentang penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba.
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9)
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Beroperasinya Satuan-satuan Tugas yang telah dibentuk berdasarkan analisis
Stuasi.
Berperannya Badan Narkotika Kabupaten/K ota, dalam melaksanakan program
PAGN.
Terjalinnya kerjasama regional dan sektoral yang efektif yang dapat

memberikan bantuan solusi penanganan masalah narkoba di Provinsi.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mafia perdagangan gelap selalu

berusaha memasok narkoba. Terjalin hubungan antara pengedar atau bandar dan

korban sehingga tercipta pasar gelap. Oleh karenaitu, sekali pasar terbentuk, akan

sulit untuk memutus mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan narkoba

tidak memiliki daya tahan, sehingga kesinambungan pembangunan terancam.

Negara menderita kerugian, karena masyarakatnya tidak produktif dan tingkat

kgiahatan meningka; belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan,

disamping itu rusaknya generasi penerus bangsa.

Sasaran pel aksanaan Program PAGN adalah sebagai berikut:

a)

b)

Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan/pendidikan masyarakat umum
tentang bahaya penyal ahgunaan Narkoba;

Terwujudnya masyarakat berbasis IPTEK sehingga penyampaian data dan
informasi tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba (PAGN);

Terwujudnya sistem kelembagaan yang efisien, efektif, sehingga lebih

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab;
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d) Menegakkan Supremasi Hukum dalam upaya menekan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba.

Sasaran program PAGN di atas menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional
Provins Lampung memiliki komitmen yang kuat dalam rangka penanggulangan
penyalahgunaan narkoba, bahkan sampai dengan proses penegakan hukum

terhadap pelaku pengedar dan penyal ahgunaan narkotika.



